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WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA
NOMOR c1 TAHUN 2016

TENTANG

TAilTBAHAN JAM PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, maka dalam rangka memberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
kependudukan dan pencatatan sipil di luar jam kerja, perlu

menambah jam pelayanan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan lnskuksi Walikota Surabaya
tentang Tambahan Jam Pelayanan Kepada Masyarakat
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah lstimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965

Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Tahun 201 1 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

244Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165 Tambahan Lembaran Negara Nomor4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 18);

9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008
Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 1 1);

l0.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2006 tentang
Hari dan Jam Kerja Bagi lnstansi di Lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006
Nomor 1 1/E);

11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 201 'l tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas kota Surabaya (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun
2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015
Nomor 12).
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MENGINSTRUKSIKAN :

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Surabaya;

Menambah jam pelayanan kepada masyarakat, sebagai berikut :

a. pada hari senin sampai dengan jum'at mulai pukul 16.00 WIB
sampai dengan pukul 20.00 WIB;

b. pada hari Sabtu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul
16.00 wtB.

Semua biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tambahan jam
pelayanan kepada masyarakat di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam
diktum Kesatu, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

lnstruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Janrrari 2o15

Pj. WALIKOTA SURABAYA

Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
lnspektur Kota Surabaya;
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.


